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Menimbang

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WAL ROTA SAMARINDA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGEAT DAERAH

KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAL! KOTA SAMARINDA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2] Undang-
Undang Momor 23 Tahun 2014 tentung Pemerintahan Daerah, Pasal
123 ayat |2} Peraturan Mentern Dalam MNegeri Republik Indonesin
Nomor B6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daeral, Tata Carn Evaluasi Rancangan
Peraturan Deermh Tentang Rencana Pembangunan Jangks Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangks Menengah Daerah, Serta
Tata Cars Perubalan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangla Menengnh Duernb, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wall
Kota tentang Penetapan Hencana Strategis Peranglat Daerah Kota
Samarinda Tahun 2025-2029;

. Pasal 18 ayat [6) Undang Undang Dasar Negarn Republik
Indonesin Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentung Penetapan
Undang-Undang Darurmt No. 3 Tehun 1953  tenisng
Ferpanjongan Pembentukan Deerab Tinglat 11 di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 No, 9|, Sebagal Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820) sehagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat il Tanah Laut, Daerah Tingkar 11
Tapin dan Derah Tinghat [l Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang No, 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang
Darurit No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daernb Tingkat
i} di Kalimantan [Lembaran MNegara Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nanional (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4421),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Normor



2

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2027 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentung Rencana
Pembangunan Jangks Panjang Nasional Tahun 2035-2045
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tabun 2025- 2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Janghka Menengah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsl Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pamjang Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Dasrah
Provinsl Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);

9. Peraturan Daemh Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Repcana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun
2024 Nomor 53);

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nemor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Samarinda Tahun 20252029 (Lembamn Daerah Kota Samarinda
Tahun 2025 Nomor; 60);

MEMUTUSKAN:

Menctapian : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA
STRATECQIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 20:25-2029

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimalsud dengan:
1. Daerah adalah Kota Samarinda.
4. Pemerinteh Daerah adalah Wali Kota sebagri unsur penyelenggars Pemerintahan

Dserah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dasrah Otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dasrah Kota Samarinda.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DFRD adalah
Lembaga perwakilan makyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Dasrah.
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6. Perangkat Daemah adalsh unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam
pernyelenggaraan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah.

?mwuummmmﬂmmmmm:
mendapatkan manfast atau dampak dar dan pelaksanaan
pembangunan daerah.

8, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjuinya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daersh untuk periode 5 (lima) tahun

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daermh yang selamjuinya discbut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Strategis Peranghkat Daemh yang selanjutnyn disingiat dengan Renstra
Perangiat Darrah adalah dollumen perencanasn Peranglat Dasrah untuk
perfode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerfa Perangkat Dwerah yang selanjuinya disingkat Renja Peranghkat
Darrah adalah dokumen perencanaan Pernngkat Daernh untuk periode 1 {satu)
tmhun.

12, lsu Btrategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencansan pembangunan Deaerah karena dampaknva
yang signifikan bagi Daernh dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan Dasrah di masa yang akan datang

13. Strategi adalah langkah berisikan program-program  sebagal prioritas
pembangunan Dasrah/Perangkat Dasmh untuk mencapai sasaran.

14, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota
I5. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Dacrah dalam bentuk upayn
yang berisi satu atau leblh kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Keglatan Perangkat Daerah adalah seranghkatan aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilian keluaran [outpuf

dalam rangha mencapai hasil jouteorne] suatu program.

I7. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan /program/ sasaran
schubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

I8, Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagal alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran
forutput), hasil (outcome), dampak fimpact).

19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutniya disingkat 8PM adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daernh yang berhak diperoleh setinp wirga secara minimal

20, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainys tujuan,
berupa hasil pembangunan Dnmhfhm:ht Dacreh yang diperoleh dari
pencapaian hasil foutcome) program Perangkat Dasrah.

21. Keluaran foutput) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari
WEHMIMMMMmeMWJMt
berwLjud.

24 Hasil joutcome) adalah leadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada
penerima manfaal dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiaton dalam satu program.
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Pasal 2
(1] Rensira Perangkat Daemh merupakan dokumen

perencanaan Permnghat
Dacrah untuk periode 5 [lima)] whun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir
pada tabun 2029,

(2) Renstra Peranghkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat
| {satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3
(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
& lujuan dan sasaran;
b. program, kegiatan, dan indikaktor kinerja;
¢ pagu indilatil dan prakiman pendanaan untuk batas waktu 5 [Hma) tahun.
(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
[3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagnimana dimaksud
pada ayat (1) terdini atas:
a.BAB1 :Pendahuluan;
b.BAB Il :Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Peranghkat
¢. BAB Il : Tujuan, Sasaran, Strategl dan Arah Kebijakan;

d. BAB IV : Program, , Bub dan Ki
u%uﬂﬁm Kinerja Penyelenggaman

e BABYV : Penutup

Pasal 4
(1) Renstra Perangkat Dasrah Tahun 20252029 terdiri darl Renstra Perangkat
Daerah sebagai berikut:
a. Inspektoral Dacrah Kota Samarinda;
b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Samarinda;
©. Badan Kesatuan Bangsa dan Politlk Kota Samarinda;
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
{ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kotn Samarinds;
h
L

g Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Dasmmh Kota
Samarinda;

. Dinas Keschatan Kota Samarinda;
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
J. Dimas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrinn Kota Samarinds:
k. Dinas Pemuda, Olah Rage dan Pariwisata Kota Samarinds;
L. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
0. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
p. Dinas Pendidikan dan Kebudaysan Kota Samarinda;
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Dinas Perdagangan Kota Samarinda;

Dinas Perikanan Kota Samarinda;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
Dinas Perhubungan Hota Sarmiarinda;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
v, Dinas Pemberdaynan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
w, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;

x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;

¥. Dinas Perumahan dan Kawassn Permukiman Kota Samarinda;

£ Dinas Soaial dan Pemberdaysan Masyarakat Kota Samarinda;

an. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;

bb. SBatuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;

cc. Bekretariat Daerah Hota Samarinda;

dd. SBekretariat DPRD Kota Samarinda;

e¢. Kecamatan Loa Janan [Hr;

fl. Kecamatan Samarinda Seberang;

gy Kecamatan Palaran;

hh. Kecamatan Sungai Kunjang

i. Kecamatan Samarinda Kota;

5. Kecamatan Samarinda Ulu;

kk. Kecamatan Samarinda [ir;

II. Kecamatan Samarinda Utarn;

mm. Kecarnatan Sambutan; dan

nn. Kecamatan Sungai Pinang,

E P ng

BAB [TI
PENOENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5
(l] Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Duersh
melnksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan
MMttﬂﬂhmuHﬂﬂﬂmmemm
mncangan akhir.

BAH IV
PERUBAHAN

Pasal 6
(1) Perubahan Renstra Perangkat Dasrah dapat dilakukan apabila:
a. terdapat perubahan atas Persturun Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangha Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan babwa proses milsan
tidak sesual dengan tahapan dan tata cam me.;uum
pembangunan dscrah schagaimana diatur dalam peraturan perundang-

:.huﬂpmdﬂhndmmhﬁmmurdukhnhh“mhmﬂm
dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
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d. teradi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain teradings bencani
alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budova. gangguan
keamanan, pemekaman Daerah, diwi perubnhen kebijalan nushonal,

¢ perulmban kebijukan dan stiategl baik di tinghat nanslonal maupun & dnght
pemerintab Daernb yang tdak periu merubah BRIMD;

[ Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstm Perangkat Daemh schagaimana
dimaksud pada ayat (1] huref b dan ¢ tidak dapat dilaleukan apabila sisa muss
oerlaku Renstran Peranghual Daernh kumng dan 3 (tiga) mhan,

BAB v
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peratiormn Wil Kotw inl mulai bedaku pads tanggnl diundangkan.

Agar setinp orong mengeiahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota inl dengan penempataniny s dalam Berita Daernh Kota Samarinda.

Drietaphkan di Samarinda

gngel 19 Seprember 3025
AT SAMARINDA,




PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH
Julan Dakia Momor | lemples Perkarionan Balobois Semarinda, Kakbmantan Timur Kode Pos 75171
Lo jijgs Trprbe il v ok ima. o ol Poa-s bphadholassnannda g mal com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 800/803/300.02/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA

Menimbang ©a Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan Pembangunan

dasrah yang transparan, responsive. efisien, afeklif akuntabel

partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna

lerselenggaranya tata Kelola ke pemerintahan yang baik, dijabarkan

melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana

Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah Kota
Samarinda Selama 5 (lima) tahun,

b. Bahwa sesuai pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubshan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kera Pemenntah Daerah;

¢ Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf @ dan b, maka periu ditetapkan dengan Kepulusan Kepala
Hadan,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);




. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 No. 244);

. Peraturan Pemerintah Momor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 20168 Nomar
114),

. Peraturan Pamerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
Paraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 fentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029,
Peraturan Mentern Dalam Negen Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stirategis
(KLHS)

. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluast Pembangunan
Caerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daarah,

Peraturan Menten Dalam Negenn Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Calam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Caerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8001.155-3408 Tahun
2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menterl Dalam Neger
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikas:, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkiatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10.Instruksi Menteri Datam MNegen Nomor 2 Tahun 2026 Tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,



KESATU

KEDUA

11. Peraturan Daerah Kola Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 fentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045,

12 Peraluran Daerah Kola Samarinda Nomor 08 Tahun 2025 lentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda
Tahun 2025 - 2029,

13 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034,

14 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Urusan Pemenntahan Yang Konkuren Yang Menjadl Kewenangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3),

15 Peraluran Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 lentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4
Tahun 2016 fentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Kola Samarinda Tahun 2016 Nomor 4),

16. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021 tentang
Hedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs:, serta Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asel Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam  lampiran
Keputusan ini.

© Tugas Tim Penyusunan Renstra Badan Pengeslolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Samannda sebagaimana dikium KESATU adalah

1 Melakukan pengolahan data dan informasi,

2 Menganalisis capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda pada periode
sebelumnya;

3 Mengidentifikasi su-isu penyelenggaraan fugas dan fungsi sera
dampak terhadap pencapaian visi, misi sena tantangan dan peluang
dalam meningkatkan pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asel Daerah Kota Samannda;

4 Perumusan fujuan, sasaran, stralegl dan arah kebijakan Badan
Pangelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;




5 Parumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif
selama 5 tahun;
8. Perumusan indikator kinerja Badan Pengeloiaan Keuangan dan Aset
Dasrah Kota Samarinda yang mengacu pada lujuan dan sasaran
RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029,
T. Rensitra Badan Pengelolaan Keuangan dan Ase! Daeran Kota
Samarinda tahun 2025 - 2020 terdin dari atas
a Rancangan Awal Renstra
b. Rancangan Renstra
t. Rancangan Akhir Renstra
d. Penetapan Rensira
KETIGA, Tim Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel
Dagrah Kota Samarinda Tahun 2025 - 2028 bertanggungjawab dan
melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan,
KEEMPAT Keputusan ini mulal beriaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat
kekelruan dalam penetapannya akan diubah dan  diperbalki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 20 Maret 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN

T M
1. Walikota Samannda;

2. Sewretarts Daerah Kota Samarinda;
3. Inspekiur Daerah Kola Samatinda;

4, BAPPEDALITBANG Kota Samarinda,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800/803/300.02/2025

DAFTAR TIM PENYUSUNAN RENSTRA
BPKAD KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TiM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029

No. IABATAN el
1_| Kepala BPKAD Ketua
| 2 | Sekretaris BPKAD Sexretans
3 | Kabid. Anggaran Anggota
4 | Kabid. Perbendahraan - | Anggota
5 | Kabid. Akuntansi Anggota
5 | Kabid. Assl Anggota
7 |Perencana AhliMuda Anggota
| 8 | Subbag Umum dan Kepegawaian Anggota
9| Analisis Keuangan Pusat dan Daerah AhliMuda | Anggota
10 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Anggota
11 | Analisis Keuangan Pusal dan Daerah Ahill Anggota
12 | Penilaian Pemenintah Anli Muda Anggota
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KATA PENGANTAR

Assilamu’alaikum Warchmatullahl Wabarohkaruh,

Pujl dan syukur kami panjatican kehadirat ALLAH SWT, karena hanya dengan
karunia-Nya kami dapat menyelesaflcan penyusunan Hencana Strategis [RENSTHA)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dasrah Kota Samarinda.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset inl disusun Sesual
dengin Amanat Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata

cara Perencanaan, Pengendallan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terhadap
Tahapan Penyusunon Rancangan RP{MD Kot Samarinda 2025 - 2029

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi
Hadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dapst menjadi landasan dalam

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan bidang Pengelolaan
Kruangan dan Asset Daerah Kota Samarinda.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua partisipasi
dan kerjasamanya dalam penyusunan Renstra inl, sehingga Renstra Badan Pengelola
Kepangan doan Aset Daersh dapat tersusun dengan baik dan lancar sesual yang
diharapkan. Akhir kata semoga Dokumen Renstra (nl bermanfaat bagl kita semua dan
kami menérima berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke

arah kesempurnaan,

Wasalamualatkum Warohmatullahi Wabarohkatuh.

arinda, 22 Septamber 2025
Fhmla BPKAD Kota Samarinda,

el BATHURROZI, S.50s, MSL
091988031004




1.1

BAB. L.
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintabian
Daerah menyebutkan bahwa pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk
mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang konkuren yang
diserahkan ki Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber
daya di Kota Samarinda, maka dibutuhkan sebuah Pedoman komprehensii bagi
seluruh pemangku kepentingan dalam menggunakan sumber daya di daerah
bagi pembangunan 5 (lima) tabun ke depan. Rencana pembangunan tersebut
diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPIMD)
Kota Samarinda sebagaimana dijabarkan dalam dokumen int Untuk maksud
terschut di atas dan sesual dengan amanat Undang-Undang Nomar 25 Tahun
L0044 tentang Sistom Perencanaan Pembangunan Navional dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota
Samarinda menyusun RPIMD Kota Samarinda Tahun 20252029 dengan
berpedoman kepada Peraturan Dacrah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024
tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-
2045.

Berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil
pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesual
dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah vang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Hasil
pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan
tidak sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 86 Tahun 2017 da
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riadi  perubahan meﬁdma;r _'.r.:ang (mencakup tuj:pndtla_}'a_ bencana  alam,

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan politik,

gangguan keamanan, pemelaran dacrah, atau perubahan kebijalan nasional

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Uaerah
Kota Samarinda [RP|MD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029, kondisi vang ingin
di capat melalul Visi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda yaitu « "Samarinda
Maju Untuk Kaltim Maju", dengan Tujuan Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Integritas dan Akuntabel

Hasil pengendalian dan evaluasi RKPD terhadap RPIMD sampai dengan
tahun 2021 memben kesimpulan bahwa dipandang perlu dilaksanakan RPIMD
Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sesual dengan visi dan misi pembangunan
daerah. Keselurvhan tahapan penyusunan RP|MD Kota Samarinda 2025-2029
dapat dilihat pada gambar 1.1, hal ini dilakukan secarn simultan dengan
penyusunan Peruhahan Renstra Peranghkat Daerah. Dasar dokumen perencanaan
ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negert Momor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan |angka Panjang Dacrah dan Rencana Pembangunan |angka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negerl Nomor 2 Tahun

205 wntang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Strategls Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
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Gambar 1.1
Tahap Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Samarinda 2025-2029
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Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan  Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai
berikut :

1

=

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenconaan
Pembangunan Nastonal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.21)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentany Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
No. 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 1B Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
[ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajlan Lingkungan Hidup Strategis [ KLHS];

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyvelenpgparaan Kajian Lingkunpan Hidup Stratepis { KLHS);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
langka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan langka Menengah Dacrah, dan Rencana
Kerja PFemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan

dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
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Keputusan Menter Dalam Negert Momor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Neperi Nomor 050-5889

Tahun 2021 Tentang Hasll Verifikasi, Validasi don Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasl, Kodefikasl dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Dacrah;

Instruksi Menteri Dalam Negerl Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029,

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kot Samarinda Tahun 2014 - 2034;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samannda Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah [Lembaran Daerah Kota
Samarinda Tahun 2016 Nomaor 4];

Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021 tentang
Redudulkan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungst, serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;

Peraturan Wallkota Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Bencana
Pembangunan |anghka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-20329.
Peraturan Walikota Kota Samannda Nomor 67 Tahun 2025 tentang

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun

2025-2029

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kot Samarinda adalah

1

Membenkan arah dan pedoman dalam mencapai twjuan program dan
sasaran keglatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke d
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. Mempermudah p:ng::ndnha_n koglatan serta q;:lnlmn:qn koordinasi In-at:m.n

terkalt, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun

ekuternal

Lintulk menjamin keterkaitan dan  konsistensi antara  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran
selama 5 tahun yang akan datang.

Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis. efeltil,
efigien, berkeadilan dan berkelanjutan

Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja Pembangunan
daerah.

Memberikan Informasi kepada pemangku kepentingan [stakeholders)

tentang rencana Pembangunan lima tahunan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Samarinda adalah ¢

1,

Tersedianya dokumen Perencansan jangka monenpgah yang merupakan
penjabaran visi - misi dan program Wallkota Samarinda untuk mewujudkan
Keadaan yang diinginkan dalam periode 5 mhun mendatang,

Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen
perencanaan Fembangunan lainnva, baik secara vertikal maupun horizontal,
sekaligus juga sebagal pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksansan  dan  pengawasan
Pembangunan.

Mewujudkon penggunaan sumber dava secara efisien, efektif, berkeadilan,
dan berkelanjutan.

Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran
Pembangunan daerah selama 5 tahun sesual dengan tugas dan lungsi SKPD
dengan berpedoman kepada Perda tentang RP|MD penode berkenaan.
Menjadl pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Stratepis

selama 5 tahun mendatang.

Meningkatnya pelayanan secara prima.
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stematika Penulisan

Sistemanika Renstra Hodan Penpelolsan Keuvangan dan Aset Derah Kola

Samarinda Tahun 2025-2029 terdinl atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaltu

BAE | PENDAHULUAN
Bab 1 paling sedilatt memuat:
. Latar Helakang:
2 Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;

4. Sistemanika penulisan.

BABRII GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHN DAN ISU STRATEGIS BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA.
l. Subbab Gambaran Pelaysnan Badan Pengelolsan Keuangan dan Aset
Derah paling sedikit memuat;
a Tugas, fungsi dan struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Derah Kota Samarinda,
b. Sumber daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah Kota
Samarinda;
¢ Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Kevangan dan Aset Derah Kota
Samarinda (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
. Kelompok sasaran layanan
2. Subbab Permasalahan dan |su Strategis Badan Penpelolaan Keuanpan dan
Aset Derah Kota Samarinda paling sedikit memuat:
a Permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Kvuangan dan Aset Derah
Kota Samarinda; dan

b. lsu Strategis.

BAR Il TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab 11l paling sedikiit memuat;

1. Tujuan Renstra Badan Pengelolsan Kevangan dian Aset Derah Kota

Samarinda Tahun 2025-2029;

L Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah Kowm
Samarinda Tahun 2025-2029,
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3 Strateg Hadnn_ Pnngclulznn Kewangan dan Aset Derah Kota Samarinda

dalam mencapal tujuan dan sasaran Renstra Badan Penpgelolaan Keuangan
dan Aset Derah Kota Samarinda Tahun 2025-2029; dan

4. Arah kebijakan Badan Pengrlolaan Keuvangan dan Asct Derah Kota
Samarinda dalam mencapai tujuan dan sasaman Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Derah Kota Samarinda Tahun 2025-2029

HABIY PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINER]JA PENYELENGGARAAN

BARY

BIDANG URLISAN
Bab [V paling sedikit memuat:

1. Uralan Program;

2 Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, Indicator, target, dan pagu indikatif;
4. Ursian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas

Pembangunan daerah;

Target keberhasilan pencapaian twjuan dan sasaran Renstra Badan

L

Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah Kota Samarinda tahun 2025-2029
melalul Indikator Kinerja Utama {IKU]
6, Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun

2025-2029 melalul Indikator Kinerja Kunci (1KK).

PENUTUP
Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, dan  pelaksanaan  pengendalian dan  evaluasl terhadap

perencanaan  dan  pelaksanaan  Pembangunan  berdasarkan  urusan

pemerintahan daerah,
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BAB I

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS BPKAD

2.1 Gambaran Pelayanan BPKAD
4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
TUGAS BPKAD KOTA SAMARINDA

BPKAD Kota Samarinda mempunyal tugas Menyiapkan Perumusan

Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Penyusunan
AFPBD, Perubahan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Penatausahaan

APBD, Akuntansi Keuangan dan Aset Dacrah, Pertanggungiawaban Pelaksanaan

APBD, Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kevangan Wilayah Kota Samarinda.

FUNGSI BPKAD KOTA SAMARINDA

Untuk mendukung pelaksansan tugas sebapaimana dimaksud, BPKAD

Kota Samarinda mempunyal fungsl, yaitu:

Perumusan dan pelaksanaan  kebijakan teknis dibidang pengelolaan
krwangan dan aset Daerah;

Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanfa daerah dan
rancangan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
Pelaksanaan fungsi BUD;

Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Dacrah [PAD);

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;

Penyusunan laporan keuangan dacrah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
Pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola;
Pelak=anaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan Aset daerah;
Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;

Pelaksanaan pemeltharaan barang milik daerah yang digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yangberada dalam
penguasaannya; dan
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Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala BPKAD Kota
Samarinda dibantu dengan 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Bidang Susunan
Strulitur Organisasi berdasarkan pada Peraturan Wall Kota Samarinda Nomos
121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orpanisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pengelolasn Keuangan dan Asel Daerah Kota Samarinda.

Susunan organisasi Badan terdin atas:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah. dan mempunyal fungs! :

a.  perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan asset
dacrah sesual dengan rencana strategls yang ditctapkan pemerintah
daerah;

b. perencanaan, pembinazn dan pengendalian kebijakan teknis bidang
anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik
daerah;

e pelaksanaan kebijakan telnis bidang anggaran;

d.  pelaksansan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;

e.  pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;

f. pelaksanaan kebijakan weknis bidang pengelolaanbarang milikdacrah;

g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan,
akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;

b, pelaksanaan administrasi BPKADsesual dengan lingloup tugasnya; dan

I pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan
dengan tugasnys,

2. Sekretariat
Sekretarfat mempunyal tugas melaksanakan koordinasi  penyusunan

program, pengelolaan urusan kevangan, kepegawalan, rumah tangga kantor,

perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada selurub unsur
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organisasi di lingkungan Badan dan pengelolaan barang milik Daerah serta

evaluasi dan pelaporan dan mempinyal fungsi :

peayusunan dan  pelaksanaan rencana program dan  kegiatan
kesekretariatan;

penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan
fasilitasi advokasi hulum;

pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

pengoordinasian  penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerfa
Instansi Pemerintah;

pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

pelaksanaan dan pembinaan  ketatausahaan, ketatalaksanaan dan
kearsipan;

pengelolaan  uwrusan  Kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan
layanan informasi dan pengaduan;

pelaksanaan administras| dan pembinaan kepegawalan;

pengelolaan anggaran dan penerimaan |/ retribusi;

pelaksanaan administras| kevangan dan pembayaran gaji pegawal;
pelaksanaan verifikasl Surat Pertangpunpgjawaban keuangan;
pengelolaan urusan rumah tangga dan perlenghkapan;

fasilitast penyusunan dan pelaksansan Standar Operasional Prosedur
(30P), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelavanan Publik
[SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
pelaksanasn Survel Kepuasan Masyarakat/ pelanggan;

pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungs;

pengelolann informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

pengoordinasian  pengelolaan data, pengembangan sistem teknologl
informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada
Badan;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
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pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Umum dan Kepegawalan mempunyal tugas:

i
1]

'.I'

menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
menyusun  rencana  kebutuhan  barang  dan  peralatan  serta
pendistribusiannya;

melaksanakan penataan usaha barang pemeliharaan dan penyimpanan
peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor,

memiasilitas: penyvusunan Analisis Jabatan [AN]AB] dan Analisis Beban
Kerja (ABK) dilingkungan Badan;

melaksanakan  ketatawsahaan,  kerumahtangpaan,  organisasi,
Ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-
undangan, fastlitasi advokasi hubum, pengelolaan kepesawalan;
mengkoordinir dan menyusun bahan kerjasama, publikasi, dan
hubungan masyarakat;

menyusun Standar Operasional Prosedur{SOP) dilingkungan Badan,
melaksanakan pencrapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan,
pakaian dinas, jam kerja dan perfalanan dinas pegawai dilinglungan
Badan;

menyelenggarakan  dan  mengelola administrasi  kepegawaian,
kesejahteraan pegawal, pendidikan dan pelatihan pegawai serta
pembinaan disiplin dilingkungan Badan;

melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian
Umum dan Kepegawaian;

melaksanakan sistem pengendalian imtern pemerintahan; dan
melaksanakan tugaslainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan

spsual dengan peraturan yang berlaku

3. Bidang Anggaran

Hidang Anggaran mempunyal tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan

evaluasi perumusan kebijakan teknis di bidang Anggaran Daerah dan

mempunyai fungsi ;
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koordinasi p:nﬁa!nhr-'_un anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan

KUPA/PPAS perubahan;
knordinasi penyusunan RKA/OPA SKPD dan ATAU RKAF/DPPA SKPD;

penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APED;

mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
mengodrdinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;

penyediaan anggaran kas SKPD,

Sub Bidang Anggaran 1 mempunyal tugas:

i

h

=

menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan dacrah;

mengkajl ulang hasil veriflkasi anggaran pendapatan dan pembiayaan
daerah;

menyusun anggaran belanja daerah;

menylapkan bahan pembinaan teknis penpelolaan anggaran belanja
daerah;

mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;

melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan
APBD dan rancangan perubahan APBD;

melaksanakan penyusunan dan pembahasan RKA PPKD;

melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan
jawaban ecksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD;

mengkoordinasikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
tentang AFBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APRD;

melaksanakan penylapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah wotang Perubahan
APBD;

melaksanakan penyiapan  bahan persetujuan dan  pengesahan
DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
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melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan
PPELDy;

m. membina SKPD di Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur;

n

melaksanakan tugas ainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Hidang Anggaran 2 mempunvai tugas:

a
b

Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan dacrah;

Menghajl ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembilayaan
dacrah.

Menyusun anggaran belanja daerah;

Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggarun belanja
daeraly;

Menghajl ulang hasil verifilasi anggaran belanja daerah,

Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan
APBD dan rancangan perubahan APBD;

Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RKA PPKD;

Melaksanakan koordinas) dan kompilasi bahan-babhan penyusunan
jawaban cksekutif dalam ranghka penyusunan Rancangan Peraturan
Uaerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD;

Mengkoordinastkan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peruhahan
APED,

Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peératuran Daerah
tentang APHD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD,

Melakcanakan penyiapan hahan persetujuan  dan  penpesahan
DOPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;

melalsanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan
PPKD;

Membina SKPD di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya,
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyal tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebljakan, pemberianpendampingan serta pemantauan dan

eviluasi perumusan  kebijokan tweknis di  bidang penyelenggaraan

perbendaharaan meliputi belanja dan pemblayvaan serta pengelolaan kas
daerah dan mempunyal fungsi :

a.  Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan
sesual bidang tugasnya;

b, Koordinasi penyusunan kehijakan dan pedoman teknis operasional
penyelenggaraan perbendaharaan daerah;

c  penyclenggaraan Bendahara Umum Daerah (BUD):

d. penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D):

o.  pengesahan dokumen yang berlaitan dengan surat bukt! yang menjadi
dasar pengeluaran atas heban APRD;

i koordinasi dan pengelolaan kas dacrah

g pengelolaan sisa leblh perhitungan anggaran tahun sebelumnya

h.  koordinasi pemindahbukuan uang kas dacrah
koordinasi penylapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan
angparan kas dan surat penyediaan dana (spd).

i, mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan dacrah,

k. koordinasi, fasilitazl, asistensi sinkronizaz), supervigi, monitoring dan
evaluasi pengelolaan dan perimbangan dan dana transfer lainnya

I, koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transalsi non tunai
dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

m. koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran kas dacrah, laporan aliran kas, dan pelalsanaan
pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga
[ pfk).

n. koordinasi pelaksanaan plutang dan utang, daerah yang tmbul akiba

pengelolaan kas, pelaksanaan anallsis pembiayaan dan penempatan

uang daerah sebhagai optimalisasi kas.
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rekonsiliasi data pt'nl.-;im.:nn dan pt'-r-lé;clu nr;ln kas serta pemungutan

dan pemotongan atas sp2d dengan instanst terkait

p.  penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berboaitan
dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausaan dan
pertanggungiawaban sub kegiatan.

4 pembinaan penatausahaan kevangan pemerintah kabupaten /kota,

r.  koordinasi penempatan uang dacrah dengan membuka rekening kas
umum daerah;

£ koordinasi pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar 5P20;

L koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan
SPM, pemberian pembebanan rinclan penggunaan atas pengesahan 5P
gajl dan non gaji, serta penerbitan SKPP;

u.  pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan vang
berkaitan dengan bidang tugasnya;

v.  pelaksandan sistem pengendalian intern pemerintah;

w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Hidang Perbendahraan 1 mempunyal tugas :

a  menyusun don melaksanakan rencana program dan keglatan sesual
bidang tugasnya,

b, menghimpun peraturan yang berkenaan dengan tugasnya sebagal
pedoman dan hahan petunjuk teknis dalam melabcanalon ITETSITET

¢ meneliti dokumen atau buktl penerimaan wang daerah dan
penatausahaan dana transfer dacrah sesual dengan rekening kas
umum dagrah;

d  melaksanakan pengadministrasian  pemungutan dan  pemotongan
Perhitungan Fihak Ketiga [PFK);

c.  melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan
pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas dalam bentuk
buku kas;

t mengkoordinasi dengan bldang terkalt dalam menyusun dan

penyediaan laporan  penerimaan dan  pengeluaran kas  serta

pengelolaan kas derah
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mengkoordinasl dengan bidang terkait dalam melaksanakan
rekonsitiasi data penerimaan kat dengan instanst terkait dalam ranghka
penyusunan posisi las;

h.  melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan vang daerah
melalul  nvestast  jangka pendek dalam  rangka  peningkatan
penerimaan dacrah;

I menyediakan informasi laporan aliran kas secara periodik;

| melakukan rekonsiliast dengan  pihak-pihak  terkait dalam  hal
penerimaan, pengeluaran kas, dan dana transfer serta pemungutann
dan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait,

k. menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana transfer
yang bersumber dart Dana Alokasi Khusus [DAK) dan Bantuan
Keuangan Provinst (Bankeu Provinsi ).

L pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

m. penyiapan pelaksana pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan
spd.

n. melokukan koordinasi peloksanaan piutang dan utang derah yang
timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pemblavaan dan
penempatan uang daerah sebagal optimalizasi kas.

0. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berkaitan bidang
tujasnya;

p. memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis
sesuai tugas dan kewenangannya.

¢ membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi;

. melaksanakan sistem pengendaban intern pemerintah; dan

% melaksanakan tugas lalnnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan

sesual dengan ketentuan peraturan peru ndang-undangan.

Sub Bidang perbendaharaan 2 mempunyal tugas:
a.  melaksanakan penatausahaan pembiayasan daerah.
b menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai

bidang tugasnya;
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5.

”mrn-,l.l,htmpun peraturan yang berkenaan :ienq:.:n tugasnya sebapal

pedoman dan bahan petunjuk teknis dalam melaksanakan tugasnya;
d.  melaksanakan pengujlan SPM Belanja Langsung;
¢.  memproses penerbitan SP2D Belanja Langsung
.  melaksanakan register atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

belanja Langsung SKPD;

=

melaksanakan pengendalian pencairan dana Belanja Langsung;

melal=anakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen

SPM;

L melaksnalan relonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan
ShPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;

| menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran  kas
berdasarkan SP2D;

k. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta
melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD;

| melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah
vang berkaitan dengan belanja langsung dan penatausahaan keuangan
pemerintah daerah

m. memantau dan mengevaluasi pelalsanaan keglatan berkaltan bidang
tugasnya;

f.  memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis
sesual tugas dan kewenangannya,

0. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsl;

p. melaksanakan sistem pengendalian intein pemerintah; dan

g melaksanakan tugas lminnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyal tugas melabsanakan  penyusunan  dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan
evaluas) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan akuntasidengan

menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang plutang,

dan ehuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungs




rangka pnt-n;fuﬁun.:m I..:p;lran dan pertanggunglawaban keuangan dacrah

sroual dengan akuntansi pemerintahan dan mempunyai fungsi ;

-

h

Menytapkan baban penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan teknologi
informasi keuangan Daerah

Menylapkan bahan koordinasi dan kerfasama dengan lembaga dan
instansi terkait informasi dan Teknologl

Melakukan Pengelolaan dan Pemuktahiran Sistem Informasi Keuangan
Daerah

Melakukan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Kewangan Daerah
Pelaporan transaksi non Rekening Kas Umum Daerah

Melakukban Analisis Investasi Pemerintah Daerah dan Analisis
perencanaan dan pelaksanaan penerimaan dan pinjaman daerah
Melakukan proses akuntansi penerimaan dan pengeluaran sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menerima, menghimpun dan mengolah data sumber penerimaan dan
pengeluaran Pemerintah Kota Samarinda

Mengkoordinasikan dan merckonsiliasi penerimaan dan pengeluaran
serta informasi keuangan SKPD pada Pemerintah Kota Samarinda
Melakukan Rekonsiliasi dan verifikasi asset. kewajiban, ckuitas,
Pendapatan, Belanja, Pemblayaan, Pendapatan LO & Beban.

Melakukan perumusan kebijahan umum dan teknis Bidang Akuntansi
dan Pelaporan;

Melakukan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Melaksanakan Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah
secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan;

Melaksanakan Konsolidam Laporan Keuangan SKPD, PPKD, BLUD &
BUMD.

Melaksanaan Konsolidasi dan pembuatan Ikhtisar Laporan Keuangan
BUMD

Melaksanakan Penyusunan Raperda Pertanggungiawaban Pelaksanaan

APED dan Penyusunan Raperwall Penjabaran Pertanggunglawaban
Pelaksanaan APBD,
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Melaksanakan Pembinaan Akuntansi Pencrimaan & Pengeluaran serta

Pelaporan Keuangan SKPD
Melakukan analisis Keuangan dacrah & Melakuban penyusunan Statistik

Keuangan Daerah.

Sub Bidang Akuntansi 1| mempunyal tugas:

.

Melakukan proses akuntansi penerimaan dan pengeluaran sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menerima, menghimpun dan mengolah data sumber penerimaan dan
penpeluaran Pemerintah Kota Samarinda

Mengkoordinasikan dan merekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran
Pemerintah Kota Samarinda

Melakukan pembinaan terhadap seluruh SKPD di  linglungan
Pemerintah Kota Samarinda dalam hal penyajian data data Penerimaan
dan Pengeluaran Daerah.

Melakukan Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kowajiban, ekuitas,
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO & Beban
Melakssnakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesual bidang

tugasnya

sub Bidang Akuntansi 2 mempunyal tugas:

a

Melalukan perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang Akuntansi
dan Pelaporan;

Melakukan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Melaksanakan Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
Melaksanakan Konsolidasi Laporan Kevangan SKPD, PPKD, BLUD &
BUMD.

Melaksanaan Konsolidasi dan pembuatan lkhtisar Laporan Keuvangan
HUMD

Melaksanakan Penyusunan Raperda Pertangpungjawaban Pelaksanaan
APFBD;

Melaksanakan Penyusunan Raperwall Penjabaran

Pertangpungiawaban Pelaksanaan APBD;
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Melakesanakan Penylapan dan mengirim Iap;u;aa.kcpada rns-mm:i

terkait meagenai informasi keuangan Daerah baik bulanan, triwulanan,
semesteran dan tashunan

L Melaksanakan Penyiapan rekongiliasi atas informas| keuangan daerah
dengan instansi terkait

| Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait

k  MelaksanakanPembinaan Akuntansi dan Pelaporan SKPD

L Melakukan analisis Keuangan dserah & Melakukan penvusunan
Statistilk Keuangan Daerah.

m. Melaksanakan fungsi lain yang dibertkan oleh pimpinan sesual bidang
tugasnya

6. [ldang Aset Dacrah

Bidang Aset Dacrah mempunyal tugas memimpin, membina bawahan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan operasional kegiatan
program pengadministrasian peralatan dan perlengkapan sebagai barang
daerah dengan menyelenggarakan kepiatan penyusunanperencansan dan
pengendalian  persiapan  analisa  kebutuhan  dan  pengadaan  serta
pendistribusian, pemanfaatan peralatan dan perlenghapan keBadanan SKPD,
pengeiolaan  kekayaanfaset milik  daerah  dengan  menyelenggarakan
kegiatan  penyusunan  perencanaan danpengendalian  persiapan
penginventarisasian, pemeliharaan dan penghapusan barang sebagal aset
milik daerah dan mempunyal fungsi -

a.  Penyusunan Standar Harga

h. Penyusunan Standar Barang Milik Daecrah dan Sundar Kebutuhan

Harang Milik Daerah
t. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
d. Penyusunan Kebijakan Pengololaan Barang Milik Daerah
¢,  FPenatausahaan Barang Milik Dacrah
[ Inventarisasi Barang Milik Daerah

g Pengamanan Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Dagrah
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Pengawasan dan Prnggdallnn F'_E'ngclnl.m; Barang Milik Dae rah

Optimalisas Penggunaan, Femanfaatan, Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Millk Dacrah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Dacrah;

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Dacrah Pemerintah Kota.

Sub Bidang Aset 1 mempunyal tugas:

4 Melibkesanakan monitoringdan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan
harang milik daerah

b.  Menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;

¢ Menghimpun laporan hasil pemeliharaan darl OPD socara berkala;

d. Melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemelibaraan barang milik
daerah;

e Mengajukan proses sertifikas) tanah dan hangunan milik Pemerintah
Kota Samarinda ke Badan Pertanaban Nasional;

. Melakukan proses serab terima aset dari plhak ketiga kepada
Femerintah Daerah;

B Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bidang Aset 2 mempunyal tugas:

a.  Meneliti Dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik
daerah;

b Menylapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang
milik daerah

¢ Menelitl dokumen pengajuan usulan pemusnaban barang milik daerah:

d. Menylapkan dokumen stas pelaksanaan pemusnahan barang milik
daerah;

e. Meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik
daerah;

£  Menylapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik

daerah;
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Hi:'n}rl:lr.lkﬂr-l dokumen has_ﬂp-:mhmn hnm_ng miltk daerah dalam

rangla pemindahtanganan barang milik daerah;

Melaksanakan pencatatan barang milik dacrah berupa mnah dan/atau
bangunan yang discrahlan dari OPD:

Menyipakan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
Menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik
daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dengan
berpedoman pada standar Akuntansi Pemerintah Pusat;

Melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
milik daerah dengan pengurus harang OPD, pelaksana akuntansi OPD,
dan Bidang Akuntansi;

Menghimnpun dan Menyusun laporan barang milik daerah dalam
ranghka penyusunan laporan keuangan pemerintah doerah;
Melaksanakan tugas lalnnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok |abatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan schagian

tugas Pemerintah Daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

i

Kelompok [abatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenags dalam jenjang
jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai
sifat dan keahliannya

Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk dan bertangpungjawab kepada Kepala Badan

|umlah jabatan funpgsional ditentukan berdasarkan kobutuhan dan beban
lerja

|enis dan jenjang jabatan fungsional serta rindan tugas jabatan
fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kelompok |abatan Fungsional dapat dipimpin oleh subkoordinator
pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesual dengan ruang lingkup

bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing
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Subkoordinator pelaksana fungsl pelayanan fungsional melaksanakan

tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan penpendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok
substansi pada masing-masing pengelompokan uralan fungsi

g Subkoordmator ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi
sesual bidang keahlian dan keterampllan

h. Ketentuan lebih lanjut mengenal pembagian tugas subkoordinator

pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan dengan Keputusan
Wall Kota

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah mengemban tugas untuk
membantu Walikota melaksanakan Kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi,
dan Tugas Pembantuan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
dengan Tugas dan Fungsi utama adalab melaksanakan kebijokan dan tugas
pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerab. Sesuai dengan
Susunan Organisasi diatas digambarlan sebagai berikut

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
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HPKAD Kota Samarinda sampal dengan 1 September 2025 memiliki

sumber daya manusiafaparatur sebanyak 124 [seratus dua pulub satu) orang

terdird dart:

1. Kategori ASN berjumiah 80 (delapan puluh satu ) orang yang terdin dar
a. 12 (Enam Belas) orang pejabat Eselon
b. 4 (Empat) orang Pejabat Fungsional Telknis (JFT).
¢ 50 (Lima Puluh Satu) orang pegawai Non Eselon
d 14 (Empat Belas) orang Pegawal Pemerintab dengan Perjanjian
Kerfa [PPPK)
2. Kategori Non ASN berjumiah 44 [Empat Puluh Empat) orang.
Tabel 2.1

Jumlah SDM Aparatur dan Jabatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Jabatan Jumlah [Drang)

1 | Kepala Badan (eselon [LEB)
2 | Sekretaris (eselon [ILA) .
3 ‘ Kepala Bidang [esclon 1ILE) 3
4 I'E:ELI Sub EI-'-lnnm [eselon [V.A) | i :
5. | Kepala Sub Bidang (eselon IV.A) B '
S TFT ) - - —
7. | Staf Pelaksana PNS (Non Bselon) ' 50 '
8 | Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) - 14 - |
T D . 7y |
| Total ' 124 |
Surnber ; BPKAD Koto Sormarindi, 2025
Tabel 2.2
Jumlah dan Kompaosisi Pegawal

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

jJumlah (Orang)

Sub Unidt Juimiliahy
5N MO ASN

1 Sekretariat | 10 | 22 32 |
(2| OdangAnggran | 8 | 6 | 1 |
| 3 | Bidang Aset I 15 . 7 | 22 |

4 Bidang Akuntansi | 7 Z 9 |
. 5, I Bidang Perbendaharaan l 11 p 13 !

[ I . E;u;-!:m : 12 | 1< i
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Total 67 i9 121
Surmber - APKAD Koo Samariada, 2025 S

Tabel 2.3
jumlah Pegawal ASN
Badan Pengelolaan Kevangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
Herdasarkan |enjang Pendidikan
lenjang Pendidikan Jumlah | Drang)
1 Pasca Sarjana [5-2) | 14
2 Sarjana [5-1) . 21
3 Diploma 10
4 SLTA 23
| Total | 67
Sumber  BPKAD Kote Sumarinda, 2025
Tabel 2.4
Jumlah Pegawal Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
Berdasarkan Pangkat /Golongan
Panghkat /Golongan Jumlah {Orang)
1 FPembina Utama Muda (1V /) 0
2. | Pembina TK. 1 {IV/b) 0
3. | Pembina TK. 1 (IV/a) ' 11 |
i | Penata Tk 1 (11I/d) ' 14
5. | Penata (1ll/c) ! g
6. | Penata Muda Tk | {11L/h) 1 10
7. | Penata Muda (111/a) ' 10 |
8 | Pengatur Tk | (I1/d) | 10 |
9. | Pen gatur (11/¢) ' 5
10 | Pengatur Mada T 1 (11/h) . 0
I 11 I Pengatur I'h'l1::.l-.1.l_li .-‘_1] B ]
' Total ' 67

Lirmber - BPRAL Koda Somarinda, 2075
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Untuk menunjang Imp;l;un pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

Badan Penpelolaan Keuangan dan Aset Dacrah dilengkapi dengan =arana dan
prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan
fasilitag lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi balk dan
schagian kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatian secara
optimal

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerih
Kota Samarinda

jenls sarana dan

No lumlah Kondlst
Firasaraina

L | Tanah 1 Lokasi | Baik | Luas=630m2
z 'L‘-ﬂtunu E Eanﬁunan E I1nngunnn_?;_t;riu; = (11 x 30) = '
9590 m2
1 bangunan 1 lantai = (20 x 13) =
260 m2
1 bangunan 1 lantai = (15 x 15) =
2Zhm2
Total luas hangunan =
990+260+225 =
| 1475 m2
3 | Kendaraan Dinas I 59 umnie
Hoda £
4. | Kendaraan Dinas 17unit,
Rioda 4
5 |ACUnit 32 unit | 5 Rusak
& | Filllng Kabinet 23 unit |
7. | Brankas Bunit | 1 Rusak
B | Kursi Hadap Pejabat 41 unit |
9. | Kursi Kerja 136 umit | —
10. | Meja Kerja ¥ Biro l_ﬂﬁr-ul_ — |
11| Meja Kerja 1 Biro 7 Unit |
12 | LapTop 11 unit |
13 | Lemari Besi Arsip 33unit |
14 | Lemari Rak Kayu 26 unit |
15| Meja Rak Kayu 27unit | -
16, Mesin Tik 7 unit
_1_"-’_Hr_p Kom pu:rrF{Z 10 unit
18. | Komputer PC 71 IJan:
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Sawat Telpon | 21unit]
. | Facsimile 2 unit
22 | Printer B unit |
. 2.3 i Proyektor 3 unit i
| 24, | Scanner 8 unit |
' EE-J?!E‘E - o unit |
27, [ UPs 20 unit | S
I 28, _'Hrm Rapat Bunit |
| 27. | Kursi Rai:nt | 15unit]
' 28 | Slide Proyektor 1 unit |
I 29 I Routor Wireles 4 ugilt |
‘ 30 | Repiter . lunit]
32 | Server Jumit|
I H:l"l.-.hl.'ltsprll.\rl !r:lﬂll |
. 34 . Lemari Ex 4 unit |
! 35 Handy talky Junit |
37. | Mesin Absensi 2 Unit
| 38 | Kamera ' 8 Unit |
i 39, | Mesin  Pompa  Air ZUnit |
Standar
| 40, Hl'.'l-ir'l_ -F-I:.'ngh.l.ru:ur 4 Unit |
_ Kertas
41 | Confrence System
| =Chairman Unit 1 Unit
- Delegate Unit i4 Unit
- Gontrol & Power 1 Unit
Suply 15 Unit
- = Microphone .
| 42 | Kursi Tunggu 14 Unit | 3 Rusak
| 43. | NoteBook 7 Unit |
ma T:'h*p;hrnc 1 Unit |
: 45 | Hanq]!fdnl 1 Unit |
46. | Drune 1 unit | Baik Ui Spark - |

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

.  Kinerja Pelayanan RPKAD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPEAD) Kota Samarinda
merupalan perangkat daerah  yang memiliki  fungsi  strategis  dalam
penyelenggaraan tata kelola kevangan dan aset daerah. Sebagal instansi yang

bertanggung fawab penuh, BPKAD melaksanakan rangkalan tugas mulal dan
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enyusunan anggaran, pengelolaan kas daerah, pl'rlﬂtiLthJhHH- ﬂ.*iuL_hl-TI-Eﬂ

penyusunan laporan pertangpungiswaban APBD secara akuntabel dan

transparan

1.

Kinerja Pengelolaan Keuangan

Dalam aspek pengelolaan kevangan, BPKAD berhasil menyelenpgarakan

beberapa layanan penting, antara lain:

ik

Penyusunan Anggaran Daerah melalui koordinasi penyusunan KUA-
FPAS, APED, dan Perubahan APHD yang tepat waktu dan sesuai regulas|
Pelaksanaan Penatsusahaan Keuangan vang meliputi  pencairan
anggaran bagi OPD, pengelolaan kas daerah, serta penyaluran dana
transfer dengan sistem berbasis elektrontk.

Pelaporan Keuangan Dacrah, yaltu penyusunan LKPD yang lengkap,
terdiri dam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca,
laporan perubahan ckuitas, laporan arus kas, dan catatan atas Laporan

Kt uangan.

Capaian kinerja;

a

Kota Samarinda secara konsisten memperoleh Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD
dalam beherapa tabun terakhir, yang menunjukkan pengelolaan
keuangan daerah telah sesual dengan standar akuntanst pemerintahan
Proses penyusunan dan penyampaian LKPD dapat dilakukan secara
tepat waktu, schingga mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah,

Pemanfaatan sistem informasi keuvangan berbasis digital (seperti SIPD)
semakin meninghatkan wransparansl dan efisiensi proses pengelolaan

keuangan.

Kinerja Pengelolaan Aset Daerah

Dalam bidang pengelolaan bharang milik  dacrah  [BMD), BPKAD

melaksanakan fungsi Inventarisasi, penatausahaan, pengamanan, serta

optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Kinerja pelayanan vang telah dicapai

metiputi:
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Inventarisasi Aset. dengan penyusunan daftar barang milik daerah

secara borkala melalui S5istem Informasi Manajemen Daerah - Barang
Milik Daerah [SIMDA-BMD)

h. Pengelolaan Administrasi Aset, termasuk pemutakhiron data aset dan
penyusunan laporan aset yang menjadi bagian dan LKPD.

€. Knordinasi Lintas Instansi, yaitu dengan KFKNL untuk urusan penilaian,
penghapusan, dan pelelangan aset; serta dengan BPN dalam sertifikas
dan legalitas aset tanah milik pemerintah daerah

d. Optimalisasi Pemanfaatan Aset, melalul kerja sama dengan BUMD,
swasta, maupun pihak ketiga lainnya untuk mendorong peningkatan
FAD

Capalan kinerjag

a. Peninghkatan jumlah sertifilat tanah aset daerah melalul kerja sama
dengan BPN, sehingga memperkuat aspek legalitas kepemilikan

b, Terlaksananya penilsian, penghapusan, dan pelelangan aset yang tidak
laggi digunakan melalui kovrdinasi dengan KPKNL

. Meningkatnya nilai manfaat aset daerah yang dioptimalkan untuk
mendukung pelsyanan publik dan menambah potensi pendapatan
daerah

3. Analisis Umum Kinerja Pelayanan

Secara umum, kinerja pelayanan BPKAD Kota Samarinda dapat

dikatakan haik dengan indikator utama berupa

a. Konsistensi capalan Opini WTP dan BPK atas LKPD.

b. Peningkatan akurast dan transparans laporan kevangan yang dihasilkan
tepat wakti

€  Meningkatnya jumlah aset yvang teradministrasi dan tersertifikasi
dengan bailk

d. Optimalisasi pemanfastan aset yang mulal memberikan kontribusi
terhadap PAD.

Mamun demikdan, masih terdapat tantangan vang perlu diperhatikan,

scpert

a  Perlunya percepatan penyelesatan sertifikas| seluruh aset tanah daerah

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN




FPenguatan sistem informasi terintegrasi agar data kevangan dan aset

lebih sinkron antar-0PD
¢ Peningkatan kapasitas 5DM pengelola hevangan dan aset agar lebih
adaptif terhadap regulasi dan telenolog) terbaru

Dengan  capaian  dan  evaluasl tersebut, BPKAD Kota Samarinda
berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pelayanan di bidang
pengelolaan kevangan dan aset daerah guna mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada

pelayanan publik yang lebib bailk,
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"Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator kinerfa Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asct Dacrah Kota Samarinda dibandingkan target
kinerja yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024 sudah sangat baik, semua
trget yang ditetapkan berhasil tercapai, Adapun faktor - faktor vang
memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain:

l.  Adanya sumber dana yang cukup dari APBD.

£, Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

3. Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur untuk dapat memenuhi target
4 Tersedlanya 5DM yang memadal baik dari segl kualitas maupun kuantitas
5

implementasi Teknologl Informasi dalam Tata Kelola Keuangan,

Kelompok Sasaran Layanan BPKAD

Helompok sasaran layanan BPKAD Kota Samarinda mencakup berbagai
pihak yang teriibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan
Keuangan dan aset daerah. Sasaran utama adalah seluruh Perangkat Daerah
(OPD] wang membutuhkan dubungan dalam hal pencairan anggaran,
penyusunan dan pelaporan keuangan, serta penatausahaan aset Selain itw,
BPKAD juga memberikan layanan kepada Pimpinan Dacrah [Walikota, Wakil
Wallkota, dan Sekretaris Daerah) dalam penyedisan informasi dan data

Keuangan yang akurat sebagat dasar pengambilan keputusan strategis

Kelompok sasaran berikutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) yang memerlukan laporan kevangan dan aset daerah untuk mendukung
fungsi legislasi, pengawasan, dan pengangzaran. Masyarakat Kota Samarinda
juga menjadi sasaran layanan secara tidak langsung melalul terselengparanya
tata kelola keuangan dan aset yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi
peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, BPKAD melayani kebutuban Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provins: Kalimantan Timur dalam rangka pelaporan keaangan dan aset sesual
dengan ketentuan perundang-undangan, Aparat pengawasan dan pemeriksa,
seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Daerah, maupun Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), jugs merupakan kelompok sasaran yang
membutuhkan data dan dokumen untuk kepentingan audit serta evaluasi

pengelolaan Keuangan daerah.
BADAN PENGELOLAAN KELANGAN DAN
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2.2

Dalam lingkup pengelolaan aset daerah, BPKAD juga berkoordinasi
dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait proses
penilaian, penghapusan, dan pelelangan barang milik daerah, serta dengan
HBadan Pertanahan Nasional [BPN) dalam hal legalitas. sertifikasi, dan

administrasi pertanahan aset pemerintah daerah,

selanjutnya, mitra kerjfa dan pihak ketipa. termasuk Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), pihak swasta, serta perbankan, turut menjadi sasaran layanan
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah, penpelolaan kas, serta kerja
sama strategls lainnya. Dengan demikian, layanan BPKAD Kota Samarinda
menjangkau berbagal pemangku kepentingan, balk internal maupun cksternal
guna mewujudian pengelolaan keuangan dan aset dacrah yang efektif, efislen,

transparan, dan akuntabel

Permasalahan dan Isu Strategis BPKAD
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Serta
Evaluasi Kinerja Pelayanan BPKAD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi schagal perangkat
dacrah yang bertangpung jawab atas pengelolsan kevangan dan aset, BPKAD
Kota Samarinda terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang
alountabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Namun demikian, hasil evaluasi kinerja menunjukkan masih terdapat sejumlah
permasalahan yang perlu mendapatian perhatian. Permasalahan tersebut
mencakup aspek pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan,
serta pengeiotaan barang milik daerab yang belum sepenuhnya optimal
ldentifikasi permasalahan ini menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis
yang akan memandu arah kehljakan dan program BPKAD pada periode
perencanaan berikutnya. permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapl
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinys terkait belum efektf dan

efisiennya pengelolaan aset-aset daerah dan dalam pengelolaan keuangan

daerah, seperti:




Betum Optimaliyva
engelolaan keusngan dan
Barasng Mk Diaerah

Tabel 2.8
Masalah Pokok BPEAD Kota Samarinda

Temuan berulang terkslt
pengelolaan kevangan doerah

Vlwar Maxalah

kurangnya 50M yang kompeten
ditlam peogelolsan keuangan daerah

Penpelotsan & Penghapusan
Mutang Retribusi, dan plutang
lrinnya belum memadai

petyirlesalon atas plutang deémgan
kategori macet dan kadaluarsa belum
optimal

L 2N

pengendalion otas piutang belum
optimal

perwali terkalt penghapusan plutang
belum di update dengan peraturan
ey

Manajemen penyelesakan
kewajitsn|utang) doerih

temuan berulang terkait dengan
utiing doerah

terdapat utang dard tahun 20032 -
2024 yang belum diselesaikn
[dibayarkan aton dibapusian)

4 | Terdapat tomuan BPK terkait 1 | kowrdinasi pengololaan barang
pengelolaan persedisan persediann
5 | Belum Optimalnya 1 | banyak Kepala OPD vang masih belum
pelaksataan pemnggunmsn Definitf
KKFD 2 | Terbatasmyn fas litas penggumnin
KEFD
1 | bélum prakiis dalam penggunasn
KEFD
6 | Legalitas Kepemilikan Tanah | | Buktl Surat Tanah belum lenghkap
Belum imimaidal
7 | Pemanfrstan Aset Tanah 1 | Dokumen Kepemiliain kirang

belum Optimal

lenglap dan teriendals penfaan Aset
yang akan dilakukan Pemanfaotan

i

Penilaian Aset kurong
maksimal

Jumilah SDOM Penilolan Aset terbatos

Permasalahan utama yang dihadapl BPKAD Kota Samarinda adalah belum

optimalnya pengelolaan kevangan dan barang milik daecrah, Permasalahan ini

terlihat dari beberapa aspek sebagal berilout

1. Pengelolaan kevangan daerah masih menghadapi temuan berulang dari hasil

pemeriksaan BPK, termasuk pengelolaan persediaan dan piutang daerah

yang helum memadai. Piutang retribusi dan plutang lainnya banyak yang

belum diselesaikan, baik melalul pembayaran maopun penghapusan, bahkan

terdapat piutang macet serta plutang kadaluarsa yang belum di
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secara optimal. Selain i, pengelolaan utang daerah masih menyisakan

kewajiban dari tahun 2012 hingga 2024 yang belum tuntas.

2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) belum optimal karena
keterbatasan fasilitas, kurang praktis dalam pelaksanaan, serta keterbatasan
S0M yang kompeten dalam pengelolaannya.

3 Pengelolaan aset daerah juga masih menyisakan persoalan. Legalitas
kepemilikan tanah belum sepenuhnya memadai, dengan buktl surat tanah
vang belum lengkap. Pemanfaatan aset tanah belum optimal akibat dokumen
kepemilikan yang kurang lengkap dan adanva kendala dalam proses
penilaian aset Selain itu, jumlah SOM yang berkompeten dalam penilaian
asel masih terbatas, sehingga berpengaruh pada elektivitas pengelolaan
barang milik daerah.

4 Dari sisi tata kelola organisas), koordinasi dalam pengelolaan barang
persediaan masith perfu ditingkatkan, ditambah dengan masih adanya
beberapa Kepala OPD vang belum  definitif, yvang berdampak pada

ketidakpastian  pengelolaan  barang milik daerah di  masing-masing

perangkat dacrah

Oleh karena ltu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan untuk
meninghkatkan kapasitas kelembagaan, optimalisasi pemanfaastan teknologi, serta
penguatan regulasi dan pengawasan agar pengelolaan keuangan dan aset daerah
dapat dilaksanakan secara leblh efektil, efisien, dan akuntabel demi mendulung

tercapainya tata kelola pemerintahan yang halk di Kota Samarinda.

Penentuan [su-lsu Strategls

Peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD) diperlukan
dalam memastikan tercapainya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah, Memasuki periode 2025-2029, BPKAD
dihadapkan pada dinamika tantangan dan perubahan, baik dari sisi regulasi
kebijakan permerintahan, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan
publile Dalam rangka mendukung keberhasilan tata kelola pemerintahan yang

baik, BPKAD harus mampu merespons isu-isu strategis yang berkembang dan
memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerjs organisasi
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Sebagal bagian darl upaya penyusunan rencana strategis inl, dilakukan

analisis gltuas) untuk memahaml kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

yang dihadapi BPKAD, Hasil analists ini akan menjad) dasar dalam merumuskan

prioritas dan langkah-langhkah strategis yang akan diimplementasikan. Oleh

karena itu, berikut ini disajikan analisis SWOT yang menggambarkan faktor

internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja BPRAD, serta identifikas] isu-

isu strategis yang menjad| fokus utama selama periode 2025-2029

Faktor Internal

Strengths [Kekuatan)

l. Konsistensi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTF] atas laporan keuangan
daerah.

Z Tersedianya aplikasl digital keuangan {SIPD, SP2D Online, KKPD) untuk
mendukung transparansi,

3. Struktur organisasi yang lengkap dan sesual dengan kebutuhan pengelolaan
keuangan serta asob

4 Dukungan regulasi (UU, PP, Permendagri, Perwali] sebagal dasar hukum
kerja.

5. Komitmen pimpinan dacrah dan aparatur BPKAD terhadap peninghkatan
akuntabilitas.

Weaknesses [Kelemahan)

l. Kompetensi S50M masih terbatas, terutama dalam bidang akuntansi,
penilaian aset, dan [T

2 Pengelolaan aset belum optimal, khususnya legatitas tanah dan kelenghkapan
dokumen kepemilikan,

3. Adanya temuan berulang BPK terkait piutang, persediaan, dan kewajiban
daerah,

4. Pemanlaatan KKPD masih rendah karena keterbatasan fasilitas dan prosedur
yang rumit

5, Koordinasi antar-OPD dalam pengelolaan kevangan dan aset masih lemah
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aktor Eksternal
Opportunities (Peluang)

1

Dukingan pemerintah pusat (BPE, KPK, DIPK, BPN] dalam penguatan tata
kelola keuangan dan aset

Perkembangan digitalisasi dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik),

Potensi optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk menambah PAD melalui
BUMD f=wasta,

Kebijakan nasional terkait penyelesalan pivtang dan utang daerah

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel,

dan berbasis teknologi

Threals [Ancaman )

1

Bl

L

Risiko hukum akibat plutang macet dan utang lama yang belum tuntas
Potens kehilangan aset daerah karena lemahnya legalitas kepemilikan
Ferubahan regulasi yang cepat menuntut adaptasi segera.

Keterbatasan anggaran untuk sertifikasi aset, pemeliharaan, dan digitalisasi
sistem.

Ketldakpastian koordinasi antar-0PD yang memengaruhi kualitas laporan

keuangan.
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Tabel 2.9
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BPKAD Kota Samarinda

Podenal PAD dan Lol iEan Pemanfatan Heformaal Peipaatan
e | wepamibikcan tansh raang dam lahan hépisdorus| fLan P AT e e
pomgeiclsan avel | belum memada, seada tta kedolo ass e raky umiuk
daerah peirsantagtan s bl angutan N iaerraly optimalisan FAL
| behan optenal |
| Fl'.l'l-i"nl.l I.il-J I.H:;u. _'_ﬁmuu:l I‘l'rl-llil.'ll. Ir .I-.-I|l;nr:l::l.an 1 .Turll.n..m Helarmas) Feningikalan
It ingmn iLwrals I B g kit edieditivitas Lramspiaransl & | sEsinm by Ll Lns dan
VAN IrankEran | pervedigan piutang, | pemandaatan ARanEabibneas Kruangan transparansi
ilam ahumtabal | dan lerwagiban simber daya kil dissrab pangekadaan
| duerah keuangan daersh
"-|'_|';'¢|'|II | L'ama;.;_;;n w0 !I':l.-nna.m;u. | T s s TR SFHE [%igtrm Integrasy | Translormasl
aligitalimanl shibam [ dan KKPD bediem teknologi ustuk. | degital Femerintalim | Lryanan digial
Pt tealam i sl impailukuig [l Fiikit e g 3018 ad LR E ]
keuangan Katerhataem pembBangunan Eimkitrnmik) Lartaf Wedangan daersh
i Par i ke it el
Putens | SDM terbates dan | Iediinjghuatasn | Peninghatan | Paningiutan
=i hgEdlah bieleimm frisfala Kinalitps SM gga g iR ILE Epiallan ddn
lgpamitan kompotonaisy daya saing aparatier dam wompetens] Sk
aparatur el ool peagelols
kasiangnn duersh Inirokrand woiangas dan
sl
[ Potanm snergl 1 Koorilinaud antoe | Tata hoiota . Penguatie Ketjaama | Pesguatan
linEas sekinr dan (PLY B lizm opremal i TR YR Rl g B s dmbar EooTdinasl dan
liprjaememns deerah | srnagan kepais yamy fukk das ik fneran | mwrg dakam
| OFD belem defimitlf | hodaborsts | pedgeinlian
ErkEhgan dan
et dowral

Berdasarkan hazil analisis SWOT dan hasil Identifikasi isu strategls dapat

disimpulkan bahwa BPKAD Kota Samarinda memiliki potensi besar untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui

optimalisasi kekuatan internal yang dimiliki dan pemantaatan peluang eksternal

secara strategis, Namun demikian, kelemahan internal dan ancaman eksternal

vang ada harus segera diantisipas| dan dikelola dengan pendekatan kebljakan

vang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada peninghkatan tata kelols

pemerintahan. Oleh karena itu, isu-isu strategis vang telah diidentifikasi ndak

hanya menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas

pembangunan lima tahun ke depan, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam

pembentukan arah kebijakan kelembagaan BPKAD agar lebih responsif terhadap

perubahan linghkungan strategis, lebth adaptf dalam menerapkan teknologi

informasi,

sorta

febih berdaya saing dalam
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kuntabilitas, dan efislensi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara

berkelanjutan,

Menyimpulkan dan mempertimbangkan Isi-isu lingkungan strategls baik
global, nasional, maupun regional, maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis

BPEAD Kota Samarinda meliputh;

peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelnlaan kevangan dagrah;
penguatan manajemen aset dacrah untuk mendukung peninghkatan PAD,

transformasi digital pengelolaan keuangan daerah:

e Ll B e

peninghatan kapasitas dan kompetensi 5DM pengelola keuangan dan aset;
serta
5. penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah maupun dengan

instansi terksit

|su-isu strategis tersebut menjadi landasan dalam perumusan kebljakan,
program, dan keglatan prioritas BPKAD pada periode perencanaan janghka

minengah.
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BAB. I
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Tahun 2025 - 2029

Untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
yang akan datang dengan didasarkan pada isu-isu analisis strategis disertai
Indikator kinerja tujuan yaltu ukuran tingkat kebechasilan pencapalan tujuan
yang akan dicapai selama kurun waktu tersebut dan secara bertahap

preEmCapalannya.

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis
terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggl dalam perencanaan
pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsiteltur
kinerja pembangunan daerah, Tujuian pembangunan adalah penjabaran atau
implementasi dari pernyataan visi dan misi vang menunjukkan hasil akhir janghka

wialttu tertentu

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis doerah.
Pernyataan tujuan harus menunjulkan suatu kondisi yang ingin dicapal dimasa
datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Tujuan tidak harun
dinyatakan dalam bentuk Kuntitatif tetapl harus dapat menunjukan kondisi yang

ingin dicapai dimasa mendatang

Sasaran adalah penpabaran dan tujuan yaitu hasil yang akan dicapai
secard nyata oleh Pemerintah Kota Samarinda dari masing-masing tujuan dalam
rumusan yang leblh spesifik dan terukur dalam suatu [ndikator beserta
targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesual indikator secara spesifik,
tokus, terukur, dan dapat dicapal dengan indikator kinerja atau tolok ukur
keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 [lima) tahun
Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Telaahan Visl, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana  tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

BADAN PENGELDOLAAN KELANGAN DAN



enengah Daerah (RPIMD) Tahun 2025-2029 bahwa Visi Pembangunan yang
ditetapkan untuk tahun 2025-2029 adalah

Visi 1 Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju
Misl : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang
unggul, berbudaya, dan berdaya saing

i

Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusit, mandin, dan

herkelanjutan

3. Mewujudkan infrastruktur wvang  berkualitas dan
herkelanjutan,

4 Mewujudkan Samarinda layak huni melalui  stabilitas
kamtibmas, ketahanan social budaya dan ekologis,

5 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsii,

dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel,

Dari Visi dan Misi Kota Samarinda yang telah ditetapkan serta
dihubungkan dengan program pembangunan yang terkait dengan Urusan Wajib
Otonoml Daerah terutama Keuangan dan Aset Daerah. Bahwa Misi, Tujuan,
Sasaran, Kebljakan BPKAD yang terkalt dan sesual dengan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP|MD) Kota Samarinda adalah terkait
dengan MISI 5 yaitu Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatil, responsil,
dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel Dalam rangka mendukung Misi
tersehut BPEKAD  menetapkan tujuan  strategis berupa meningkatnya
akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah. Tujuan inl
diwujudkan melalul sasaran  strategls  valtu  terwujudnya  pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang akuntabel

[ P i = ST TR
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Untuk mengukur capalan tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan dua
indikator utama, yaitu Indeks Integritas Pemerintah Daerah dan Indieks

Pengelolaan Keuangan Daerah [Dpinl BPE)

Pertama, Indeks Integritas Pemerintah Daerah menunjukkan sejauh mana
tata kelola pemerintahan dacenh dilaksanakan dengan prinsip transparans,
akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada tabun 2023, capaian Indeks
berada pada angka T132 dan meningkat menjadi 73,00 pada tahun 2024, Pada
tahun 2025 ditargetkan scbesar 74,50, Selanjutnya, selama periode 2026-2030
ditetapkan target peningkatan bertahap dari 75,52 (2026), 76,54 [2027), 77,56
(2028), 78,58 (2029), hingga mencapal 79,60 pada tahun 2030, Tren kenalkan
ini mencerminkan adanya perbaikan yang konststen dari sisl pengendalian
internal, penyélesatan temuan audit, serta penerapan digialisasi dalam
pengelolaan kevangan dan aset daerah. Dengan demikian, target inl realistis
selaligus menantang karena menuntut penguatan sistem tata kelola secara

berkelanjutan setiap tahunnya.

Kedua, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opinl BPK) ditetapkan
sebagal indikator utama yang mencerminkan tinghkat akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah, Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Samarinda
telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. dan
target ke depan adalah mempertahankan capalan tersebut secara konsisten
hingga tahun 2030, Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah
khususnya BFKAD, untuk menjaga kualitas laporan keuangan, memperbaiki
kelemahan yang masih ada, dan memastikan seluruh proses pengelolaan
keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Secard keseluruhan, kombinasi antara peningkatan Indeks Integritas
Pemerintah Daerah dan konsistensi capaian Opinl WTP merupakan refleks| dari
komitmen BPKAD Kota Samarinda dalam membangun tata kelola keuangan
docrah yang modern, transparan, dan akuntabel Peningkatan nilal indeks dari
75,52 pada whun 2026 hingga 79,60 pada tahun 2030 menggambarkan adanya
tren perbaikan yang berkesinambungan, sementara tarpet mempertahankan
opinl WTP setiap tahun menunjukkan stabilitas kinerja keuangan daerah

BADAN PENGELDLAAN KEUANGAN DAN




3.2

Dengan pencapaian kedua indikator tersebut, dibarapkan BPEAD tidak
hanya mampu menjaga aluntabilitas formal, tetapi juga mampu mewujudkan
tata kelola kevangan daerah yang berintegritas tinggl, responsif terhadap
dinamika pembangunan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendubung
terwujudnya pemerintahan daerabh yang bersih, efektif, dan dipercaya

masyarakat

Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD dalam mencapai Tujuan
dan Sasaran Renstra BPKAD Tahun 2025 - 2029
Strategi

Dalam menentukan strategl pembangunan dacrah tidak serta merta
disusun tanpa adanva kajian-kajian. analisis, hingga evaluasi pembangunan
periode sebelumnya. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentakan

strategi pembangunan jangka menengah Kota Samarinda antara lain:

a. Mengkaji sasaran pembangunan Kota Samarinda periode sebelumnya
matpun periode pembangunan yang akan datang | perfode lima tahunan);

b. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai
dengan periode awal perencansan serta permasalahan  pembangunan
terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah,

¢. Melakukan analisis lingkungan intermal dan eksternal untuk mengukur
kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi
oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);

d Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan
pengembangan berbagal keranghka kebijakan (arah kebljakan dan kebijakan
umum] dari  strategi-strategi  vang  dirancang  berdasarkan  analisis
sehelumnya;

e Mengevaluasi berbagal alternatil strategl dengan mempertimbanglkan

sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dikadapi,
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Tabel 3.2
Penentuan Strategi

e SaEa Hurmnean Strategl

Belum optimadnya pengelolaan Percepatan scriifikasi aset tanah;
aset daerah [legalitas tanish, Penyusunan datahase aset digital;
dokiamen kepemilikan belum Meninghkatnya Optimalisasi aset produbcdif untuk
lenghap) | Akuntabilitas dan PAD
M wdserys towsin beruling | Transparansi Kinerja i Penyelesilan plutang & utamg

| Pemerintah Daerah Fenataan adminstrash

BPK terkait plutsng, persediaan,

din kewajiban daeraly | persedimn; Pengoatan S5

berbasks risikn

Kapagitas dan kompitensi SDM

pengeiota keuangan dan aset Reward & punisiiment berbasis

kinerjn; Penempatan sesual

; e [ » .
masih terbatas lerwujudnys Pengelolaan kebotohan
1 Keuangan dan Aset Dacrah
Femanliatan sistem digital yun g akuntabel Ftagranl "F_]'m’u 1'_'“""""" »
(SIPD, SPZD Online, KKPD) aset herbasis SPRE; Implementasi
belum optimal pendh KEFLDy Monitoring evaluas)

| | digitalizasi
Fenahapan Renstra BPKAD Kota Samarinda tabun 2026-2030 disusun
sehagal bentuk implementasi strategl dan arah kebijakan perangkat daerah
dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset yang akuntabel, transparan,
dan berdaya guna. Penahapan ini merupakan tahapan prioritas tahunan yang
minjad| pedoman bagi BPKAD dalam mengelola sumber daya keuangan dan aset
daerah secara verukur, berkesinambungan, serta sejalan dengan visi dan misi

pembangunan Kota Samarinda.

Setiap tahapan pembangunan diarahkan untuk mendukung peningkatan
indeks Integritas Pemerintah Daerah dan menjaga konsistensi opini WTP dari
BPK, sebagal wujud nyata komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan daerah. Penabapan Renstra juga menckankan pentingnya
penyelesaian temuan berulang BPK, penertiban dan legalisasi aset dacrah, serta
optimalisasi pemanfaatan aset schagai sumber pendapatan asli daerah (PAD)
Selain |tu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan transformasi digital
dalam pengelofaan keuangan serta aset menjadi landasan penting yang
dijalankan secara bertahap hingga tabun 2030
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lFabap 1 [20246)

Tabel 3.3

Penahapan Renstra BPKAD Kota Samarinda 2026-2030

Takuap 11 (2027 Takuag LI (2028} Fabumgs IV [20Z9)

Tuh i V [2030])

1)

Konsolidasl  tata | Percepatan (iptimalizas: Pemantapan tata | Konsolidasl  akhir
kelola  Reuangan | penyelcsmian pemanfEatan et | kelola keuangan | Renstra 2025
dan aset dacrah. tmiian BPK | produktll melalul | dan  aset doerah | 2029
berulang (plusing | kerjasoms perhasis digital
iqrnrd:.mn. utang), | BUOMD fswasta
Peninglcatan Penertiban ]| Integrasi penuh | Penyilesalan Evaluasi
Indeks  Integritas | dokumen | sistemn  nformast | selursh  temuan | menyelurub
mebalul  pengustan | kepemilikan  aset | penpelolzan erulang APK capalan  sasaran
pengendalion | dan percepotan | keusngan dan aset trategis
internal dan | sertfikasi  tnah | berbasis SPBE
opatulen regulas, | pemerintah daernh. |
Pemantipan : -ll"l"nlﬁ'[h.i:lhll'l : Feangumitan | Peninghatan Persiupan  Kenstra
implemenis kial|tas E.:I.hl.:l]'.l!]l‘."h‘ib."i kontribus| aset | periode 2{k11-
KEPD o selurub | transparans kinerja dan capalan | daerub  terhadap | 2035 dengan
SEPD, | laporan  keusngan | Indeks Integritas. | PAD kondisl taty kelols
berbasis opliloasi eumngan dan aset
digital yilng semalin
keuntabel,
trEnspran, dun
{ madern
MeEnjaga oninl WTP | | Menjags
ks lapiarmin konsistenst  opdni
keuangan daerul WTP dan
pencikpaan  ledeks
Integritas  sesaal
| targrt

Berdasarkan penabapan tersebut, terlihat bahwa fokus pembangunan

jangka menengah BPKAD Kota Samarinda diawall dengan konsolidasi tata kelola

keuangan dan aset serta penguatan pengendalian internal, Selanjutnya dilakukan

percepatan  penyelesatan temuan berulang BPE, penertiban  aset, dan

optumalisasi pemanfaatan aset produktif Memasuki akhir periode perencanaan,

strategi diarahkan pada pemantapan tata kelola keuangan dan aset berhasis

digital, - peninghatan kontribusi aset terhadap PAD, serta konsolidasi akhie

sehagal persiapan menuju Renstra periode berikutnya. Dengan tahapan in),

diharapkan BPFKAD Kot Samarinda mampu menjaga konsistensl capaian opini

WTP sekalipus meningkatkan Indcks Integritas Pemerintah Daerah sesual target

yang telah ditetapkan.
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Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
BFKAD Kota Samarinda 2025-2029

Liperasronal Lrah kel akan .
/ il i e 1P A
- RPIMD Arah Kehijakan Renstra DPEAL
. 14] {4
1 Mininghatmya Meningkatan Penerapan Ststem Pengondallan Intern
Alcumtatabines dan Pencegahan dan Pemerintah [SPIF] di selierub proses
Tramspurang) Kinerga | Pemberantozan pengelolzan kivargan din aget

I izh lerah | K f f
ot 50e Saii e Penguatan peran Aparil Pengawiasan

[tern Pemerintah [AFIP] antok menongsh
pEnY I pATEE AnZEaTin

| Un_;l!umcntasl sistem tramsaks | non-tumal
datam pembayaran betanka daerah

' Penguatan ntegritas ASN IPKAD melalul Il |
Wode etil dan prelaithan anil-fram.

Peninghutan transparany dengan
puhl!hul lilrllﬂ'..ll'.l Wruisigan dorrah secars

ter bl
Peningkatan | Penyusunan idan penyajion Laporan |
Akuiitabilitas Keuwangin Pemerintab Dierab [LEPD)

Kinerjs Pemerintah | yang tepat walttu dan sesuni Standar
Akuntens| Pemerintaban [SAP)

Menjngn konsistensi opini WTP [Wajar |
Fonpa Pengecualian) dari HPK

Prnml.:!.rl! SISLEM ErvhCAIED,
penganggsran, dan pelaporsn kinera
Keunngan dacrah

' Penerapan e-badgeting dan ntegrasi
dengan SIPD untuk meningiatin
transparansi

Moninoring dan I."h:.lh.l.l'.: Kifer i Kisuangan
darrah berhasls indikator skuntabilias

—

Dengan perumusan tujuan, sasaran, strategl, arah  kebijakan, dan
penahapan inl, BPKAD Kota Samarinda memiliki pedoman vang jelas dalam
melaksanakan program dan kegiatan selama periode 2025-2029, Seluruh arah
kebijakan dan strategl yang disusun berorientasi pada pencapalan peninghkatan
akuntabilitas dan transparansi, penertiban serta optimalisasi aset, penguatan
kapasitas aparatur, percepatan digitalisasi, serta penguatan sinerpl lintas
pemanghu kepentingan. Hal inl diharaplan dapat mendukung terwujudnya tata

kelola pemerintahan  Kota Samarinda yang inovatif, responsif, adaptif,

berintegritas, dan akuntabel sesual dengan RPIMD 2025-2029

BADAN PENGELOLAAN KELANGAN DAN
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Rencana Stra

BAB. IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan serta Pendanaan

Indikas| remcana program prioritas Kota Samarinda berisi program-
program prioritas batk untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil
Walikota, pemenuhan Standar Pelayanan Minlmum (SPM), dan penyelenggaraan
wrusan pemerintahan, Adapun pape indikatif scbagai wujud kebutuhan
pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan
kegiatan tahunan dimana program-program prioritas vang telah disertai
kebutuban pendanaan atau pagu indikatif, selanjutnya dijadikan sebagai acuan
bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penjabaran
keglatan prioritas heserta kebutuhan pendanaannya

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri
dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerahKegiatan inl mendapat
prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesual perencanan
masing-masing SKPD schingga pencapalan sasaran dan tujuan pembangunan
dacrah dapat terwujud Keseluruhan ranglaian perencanaan pembangunan
dacrah bermuara pada penentusn program prioritas  yang selanjutnya
diterjemahkan oleh tap-tiap SKPD ke dalam keglatan prioritis Perencanaan
program prioritas daiam dolumen RP|MD harus dirumuskan dengan seksama
mengingat pentimgnya esensi program prioritas bagh rujukan utama pelaksanaan
perencanaan kegiatan tiap tabun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah Dacrah [RKPD), Pagu indikatil merupakan rancangan maksimal atas
rencana belanja atau anggaran yang akan dittangkan dalam APBD. Pagu indikatil
dialokasikan ke setiap program prioritas masing masing urusan untuk mencapal
target setiap indikator yang telah ditetapkan, Dengan demikian, pengelompokan
pagu pada program masing-masing SKPD dapat dilikukan dimana masing

masing pagu menjacdi batas maksimal bagi SKPD dalam menyelenggarakan

kegiatan prioritas selama 5 (lima) tabun ke depan
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Gambar 4. | Kerungka Perumusan Program/ Kegiatan | Subkegiantan
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Renca 2025 -

Dalam ranghka mencapal sasaran strategis dan mendukung pencapaian visi

serta misl Pemerintah Kota Samarinda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Dagrah [BPEAD) melaksanakan beberapa program utama yang berorientasi
pada peningkatan kualitas tata kelola kevangan dan aset dacrah. Program-
program ferscbut diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas, efimiensi, serta

transparansl pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Adapun

program yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Samarinda pada periode Renstra
Tahun 2025-2030 meliput :

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja
perangkat daerah melalol optimalisasi fungsl pendukung balk dari aspek
manajerial. administratil, maupun pelayanan internal. OQutcome yang diharapkan
darl pelaksanaan program Inl adalah meninglkatnya Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM] serta nilal hasil evaluasi Akuntabifitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP)

Selama periode 2026-2030, target IKM meninghkat secars bertahap dari 93
menjadi 97, sedanglan nilai AKIP diharapkan meningkat dari 85 menjadi 93.
Program int juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar karena
menjadl fondasl pelaksanaan selurub keglatan BPKAD, dengan pagu indikatif
meningkat dart Rp 83335132918, pada tahun 2026 menjadi selitar Rp
#5835.176,100,- pada tahun 2030.

Program Pengelolsan Keuangan Daerah

Program ini berfokus pada penguatan tata kelola anggaran. perbendaharaan,

serta akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, Outcome yang diharapkan

adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan kevangan daerah melalul beberapa

indikator kinerja utama, antara lain;

4] Persentase alokasi belanja Infrastruktur pelayanan publik, yang
menunjukkan komitmen terhadap peningkatan pelayanan masyarakat

b) Persentase belanfa pegawal non-guru melalul TKD, schagai upaya
efisiensi dan pengendalian belanja aparatus

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH n
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¢) Penurunan SILPA, sebagal ukuran efoktivitas perencanaan dan pelaksanaan
ANgEAran.

d) Realisasi anggaran belanja urusan walib pelayanan dasar, untuk
memastikan prioritas pembangunan tetap terjaga.

¢) Ketepatan waktu penyusunan laporan Keuangan, schagal bentuk
peningkatan akuntabilitas publik

Dari «isi tarpget. BPKAD menargetkan penurunan SILPA dari 35% pada tahun
2026 menfad! 10.19% pada tahun 2030, sementara reallsas) anggaran urusan
wajib pelayanan dasar ditingkatkan hingga 97,75%. Pagu indikatif program |ni
meningkat secara konsisten dari Rp 56.331.960417 - pada tahun 2026 menjadi
Rp 58.537.500.000 pada tahun 2030

Program Pengelolaan Barang Millk Dacrah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola aset daerah melalui
optimalisas pencatatan, pemaniaatan, dan pengamanan aset milik pemerintah
Outcome utama vang diharapkan adalah meningkatnya nilai aset tetap dacrah
yang mencerminkan efisiensi pengelolaan dan peningkatan nilai ekonomi aset

datrah.

Target persentase penambahan nilal aset wtap terus meningkat dari 17,00 %
pada tahun 2026 menjad| 29,15 % pada tahun 2030, dengan dukungan anggaran
yang relatf stabil pada kisaran Rp98,85 miliar per tahun

Secara keseluruhan, total pagu indikatil untuk pelaksanaan ketiga
program utama BPKAD Kota Samarinda pada penode 2026-2030 mencapai
sekitar Rp240-243 miliar per tahun Alokasl anggaran tersebut mencerminkan
komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan tata kelola keuangan

dan aset daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan

kinerja pelayanan publik

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ﬂ




Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan strategis

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD]) Kota Samarinda
schagalmana telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka disusun rencana
program, keglatan, dan sub keglatan vang menjadi pedoman pelaksanaan

Renstra selama periode tabun 2025-2030

Rencana program dan kegiatan ini disusun berdasarkan hasil analisis
terhadap isu strategis, tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai, dengan
mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan arah kebijakan pembangunan
Pemerintah Kota Samarinda. Setiap program dirancang untuk menghasilkan
outcome yang terukur, sedanghkan kegiatan dan sub kegiatan difokuskan pada
wpaya pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) BFRAD secara bertahap

dan berkelanjutan

Selain itu, rencana pendanaan dalam tabel ini menggambarkan kebutuhan
anpgaran indikatif vang diperukan umuk mendulung pelaksanasan program dan
keglatan pada setiap tahun selama periode perencanasn, Pendanaan tersebut
diharapkan dapat menjamin  kesinambungan program  prioritas  BPKAD
terutama dalam hal peningkatan kualitas tata kelola kevangan dacrah,

aptimalisasi pengelolasn aset, serta efisiensi lavanan administrasi pemerintahan

Secara keseluruhan, rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator
kinerja, target capalan, dan alokasi pendanaan BPKAD Kota Samarinda Tahun
2025-2030 disajikan dalam tabel benkut

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH n
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Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah

serta mewujudkan arah kebijakan strategis Pemerintah Kota Samarinda, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menetapkan sejumlah
subkegiatan prioritas yvang secara langsung berkontribusi terhadap pelaksanaan

program-program unggulan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah,

Subkegtatan prioritas ini dirancang untuk memperkuat elektivitas tata
kelola keuangan daerah, meningkatkan akuntabilitas pelaporan, serta
mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah [EMD) secara tertib, efisten,
dan transparan. Selain itu, pelaksanaan subkeglatan Ini juga dimaksudkan untuk
menfamin  keterpaduan  antara  perencanaan, pelaksanaan, dan  evaluasi
pembangunan daerah sehingga mendukung pencapaian target kinerja perangkat

daerah secara berkelanjutan,

Fokus utama pelaksanaan subkegiotan BPKAD meliputi dua program
prioritag, yaitu Program Penpgelolaan Kevangan Daerah dan  Program
Pengelolaan Barang Milik Doerah (BMD). Melalui program tersebut, BPKAD
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola anggaran, memperkuat
sistem perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan kevangan daerah, serta
memastikan penpelolaan aset pemerintah dilalukan secara optimal dan sesual

peraturan yang herlaku

Adapun daftar lengkap subkegiatan prioritas yang mendukung
pelaksansan program prioritas pembangunan daerah di lingkungan BPKAD Ko
Samarinda disajikan dalam tabel berikut:

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET




Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas

Pembangunan _
WO | PROGRAM PRICRITAE | OUTCOME EEGIATAN | BUBEEMMATAN
@) o o =)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengeiodaan Keuangan dan Asot Daerah Kota Samarinda
1. | 50200 - PROGRAM Weringhaings Teia Melpln | 00000 200 - Knovbnam dan |
PENGELDLAMN Arggar i Penyustitio Bencarn &g Qedan Deeiah
HELAMCAL, [WAES A

I Mamnghatngs Tl Rsioin
e B e L A

83 03 3 0 G001 - Knortdines dun
FamyLiiman KLUA dan PRPAS

| EL02.00.2 0 DO - Koordnam dan

| Pamssumen Perubahar KLU dan

| Prrubakn PRALT

1
.02 022 01 0003 - Koenine,
Padyuaiiian 1on WeilNias AL ORPT
| 9.00 07 2 01 D00H - Moo
Pereyusor dan Vel Preibaban
Rt BP0

B0 07 2 010008 - Koondnes
Pl dan Venfuss DE8-SEPD

& 09 07 201 0008 - Konrdnas
Pemmasr dan Weilfues Peibalen
OF BEPD

£ 00 G 201.0007 - Koordnas das
Parramaman Palifuran [ateah lenkang
AR det Serahdee sepnia Deeah
ety Pegaboran APAD

50903 200 D008 - Manicing dae
Peryuiiman Pansfeinn Demel leniang
P ubishary APEILY dar P niume ©apua
{Onerahy beviang Penjpbaan Pesubahan
AFRD

& 0202 2.0 DO0W + Koordinam dan

Pormyusunan Aegass wertn Kabgakm
Eidang Anggaran

§ {2 07 2 01 0013 - Prmiinasn
Peranpamaan Penganggacnn Duersh
Parmerrdsh Fahiialee ety

| §0202 2.02 - Koordnam dan
Pengepinar Patendahaman Daaran

|8 03 17 202 0001 - Koordnas dan
Prrgeicinon Fas Deorah

AELE G CT - Pangeidaan Exa

Lotehy Pechiimgan Anggarem Tahur
Tend i TR

Baninanann Prgendubsn dan
Pennilian hnggaran Has dan SFT

[ 800 0% 3 05 204 - Pemanimanaan
Posrvifaasy dai [haniafi
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KECIATAN | SUBKETIATAN

{7

[ Whsghate Tals Keksa
Adundsrei dun Frisgoan

"9,02.02.2 02 0008 - Kaordnas,

02 [ 2 (2 0008 - Knondnis
Fasliiss Assbane. Sakconsasl,
Heiptvini, Monnenng dan Evemi
Panpeloiaa Dann P gan e
[rnas. Ty o e ey

Prsksanusn Kerga Sama dar

| Pemaniousn Tersakel Mos Tonal

dangan Lemiags Keunngan Bank dan
Lerhags Keusnges fuken Bl

| % 03 00 7 02 D007 - Moovdnas dan

| 802 00 2020008 - Komdna

Parppumurman Lagorar M ealnas)
Priimaan dan Pengeiusmn B
Cubirait, Lapormn Sdpen Fs. gan
Pelabsaniar Permrgulal Pemmongs
das Pervpriol s Peihmingsn Fial
Esga [PFE]

Pl knarssas Padang dam Ltang Desmah
yang Timbul Akl Penpeisinan Kmm,
Polnkairses Anaiua Pembiayean dan
Parempoian Uang Doenah salagn
]

[543 .00 00t - Rskonshu Deta

| Biaa 0001 - Pembsinaai

"B EIIE . Koordnas dan

5,07 03 7 03,0001 - Krswcinami

| % 02.02 2.00.0004 - Momaobidesi Laporan

Pgrwnmuan darn Pengelaren b aeie
Parmeguan idan Pemsstasjn mns
5900 dengan instanes Taskal

&l 2 2 (52 000 - Pampmarer

Putungel Teknig Admmigtas Kmangan
vty Bervaifanm dengan Paneimaan e
Pangebaaran Kas sl Fanativsahian
tlan Pritangcaangisveshnn Sil &egiimn

Panmimaanamn ¥ pusngsn Permenrian
Fanup iR o

Pl winanaan Apmilans dan Selapormn
Hooushgan Cebaah

el ghnanaan dbeprdairs Brraimmr dai
Prgebunian £as Dasiah

52022020007 - Rekonulasi dan
Vol S, Eewapboi it
Feriapets Ralanin Peminmaee
Preniaptar-L 0 dun Beban

5 02.02 2020007 - Kt dinmsl
Penpisuten Lapaan
Peitrggrmpasntan Peiskaaraans
MPED Butartan, Trvwulsssh dan
Aermesleia

Fsimnger 53R, BLLUID dair Lagaodm
Erimngar Pemerdiinh Dasrsh

§ 0741 3 03 0008 - Feryusunsn

Araleks Lapnian Peranggunpiaweabe
Pl ahisaar o APHO
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2 E

1

= s L
| B {2 02 i (X QN - Pharspuminam
| Kistijslinii dai Pardioah Telknis
Qg mstonal Persyalonpge s
Eirtarid Pamsiesa Dasiah

0 0% 3 02001 1 - Peeniinaan
| dunlatel FElgaiae idan
Periafgiungeamtan Porserreiah
L i s

8.0 237 7.03.0012 - Portirmsan
Pemguksanay Kouangan BLUD
Eabupgen Fola

Menngkatrys Tatn Kalom | 50063 204 . Panurjang Lrusen
Auruparan Eewenangan Pengelolasn Es=aangan
Disawah

S0 P 3 O 0004 - Pangeiniam: Duna
D ml dan Mendssak

Mevangkatiga Tatd Kelots B0 a2 208 - Peagelohian Dt dan
Adiniaeng dar Pelaponen Imgrarariesl el e
| Pormerriah Odee gh Lingicp Seumngan
| Dt .
§R 02 2 060807 - implemenias dan
Permeiimrgeh Seslem |nforman
Benerenah Caerah Baang ¥euahgan
[

| 5.05.02 708000 - Paminnenn Seatem
bilmani Pemetinial Deenah Bldang
Hawmngan Desrah Pomennish

[ ot vim e i
4 . . ! - 3 .
SO2.03 - PROGIRAM Ilersn gaatiiyn Tola Kelola 5 {203 161 - Pangeioiasn Eswng Mikh
PENGELOLAAN BARANG | Rast Desesh [lewey ks
MILIK DAERAH

| 502002010001 - Pemyusaren
Etandm Mo

| 503 257 DT - Panyuaran T
Etwnddwr Barang Milk Dasrsd dan
Eandaw EabuiFuen Bamarg Wik Dasrmh

5 02032 515001 - Patiyienan
Porsncanaen Eobuobsfen Smang ik
b i

§.02.00 2.01 DO0A - Parpyusanan
Fastpmiban Povga il illl:nn I
Dt

50200201 0008 - Penstsmahddn
B ang Mkl ey |

§02.09.201 0006 - imvertusmas Bacang
itk Dowah

5.02 02 201 0007 - Pengamanm

D arep Al Daevah

| 50363257 B00N - Fendsssn Barang
Wil [ssmraly

50207201 0000 - Pengawanan dan
Pergnnbalar Petsgeiniasn Roramg Mtk
Diset o,
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KECIATAN | BUBKEDWATAN

5B

oa - o - e

4.2

0003201 0000 - Cyplewlinas
Pargggamamt, Penian St
PeTendahltasgarsh, Prthushshmi, den
Parygburaunar Bay ang M, Dnersh

807 .03.2.00 0001 - Mekonisfissl daiem

rmngics Pomemunaen Lapoman Berang
kiky Cinmnh

| 50205200 2017 - Parmyusaren
Lapoim Rarnng Mg Ceiah

| 502,00 2.0 0013 - Pembinam
Pryeiiser: Seeany Mk Doeiah
Pemumriah Kabopater® oie

Kinerja Penyelenggaraan BPKAD

Penyusunan rencana kinerfa penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang menjadl kewenangan Badan Pengelola Kevangan dan Aset Daerah
(BPKAD) merupakan bagian integral dan proses perencanaan strategis. Bab ind
memuat Indikator kinerja utama vang akan digunakan untuk mengukur
keberhasilan penvelenggaraan fungsi-fungsi utama BPKAD selama periode
perencanaan tahun 2025-2029,

Indikator kinerja yvang ditetapkan mengacu pada urusan pemerintahan
bidang keuangan, khususnya dalam pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan,
serta pengelolaan dan pengamanan aset daerah Penctapan indikator ini
mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efektivitas anggaran, efisiensi belanja,
serta peningkatan nilai aset daerah. Seluruh Indikator juga selaras dengan arah
kobijakan nasional, prioritas pembangunan daersh, dan ketentuan dalam
Instruksi Menteri Dalam Negert Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Adapun indilator-indikator berikut akan menjadi acuan utama dalam
mengubur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh BPKAD, baik
dalam konteks pelaksanaan anggaran, optimaifisasi aset. maupun tata kelola
keuangan yang transparan dan akuntabel.

BADAN PENGELDOLAAN KEUANGAN DAN ASET O




Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama (1K)
BPEKAD Kota Samarinda
) oy P E— L ——
074 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2030

el @ ] 0% | (o4 (05 | (08 | (Om | (o8 | (0B} | (10) | {11} ]
1 5.02.0.00.0 D0 02 DDOD

- Bagan Pang e

Haiarugsn dar Ass|

Daarah Kot
. Samarinda . | . d i i i
2 Indaks Panpaioiaan Indaks 10000 100,00 | 100,00 | 10000 | 100,00 | 100.00 | 10000

KeLangan

| Daarah (Opini BPK)

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Samarinda ditetapkan melalul
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opinl BPK) dengan target WTP/100
setiap tahun 2025-2030. Indikator ini mencerminkan akuntabilitas dan kualitas
pengeiolaan kevangan daetah vang menjadi standar utama kinerja BPKAD

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kundl [1IKK)
BPKAD Kota Samarinda

Indikator Kinerja Fenjelasan

1 | Persentade Belanja Pegawal di | Mengubkur proporsi belunjo pegawil |seloin
Luar Tunjongan Gurg yang tunjangan gury ) yang dislolkasikan melabui
Dialokasloan mekalul THD Transfer kg Dograh [TED) dari total belanja
pegawil. Indikator ini penting untuk
| mengendalikan beban belanja rutin dan
memastiian elatenst dalom pembiaynan pegawai
mon-guns

I

Persentase Alokasi Belanja Meninjukkan propors befanjs modal yang
Intrastruktor Pelayanan Publih | digunakan antuk pembangunan infrastrubtar
bk [Jalan; irigast air bersih, pendidikan,

| kesehatan, dil). Semakin tinggl nilalnya,

| menunjukkan prioritas anggaran pada pelayanan

dasar misyaraka

3| Persentase Realisasi Anggaran | Mengukur tinghast serapan angigarin untuk urusan
Helang Ll rusan Walib | wafib sepertl pendidilon, kesehatan, peloejaan
Pelayanan Dasar umuny, dan perumahan. Indikator inl
mencerminkon keseriusan pemerintoh dacrah
dalam mendanal kebutuhan dasar publil.
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il kaitor Kineria Fenjelasn

4 | Ferseptase Pepurunan SILFA Mirnuin julckan efektivitay dalam perencanassn dan
peinksanaan anggaran. Semakin kecl SILFA, maka
semakin optimal pénggunann anggaran dagrah
Penurunan SILPA pdalah indikator keberhasilan
pemgelelicn Nekl

i Persentase Laporan Kewangan | Mengukur kinerja ketepatan wakfu penyampaian
| Tepat Walktu laporan kewangan (LKPD, LRA. Neruca, dil] oleh
HPEAD, Semakin tinggl nilainya, menunjukkan
tata kelola keuangan vang tertib administrasi dan
sirgiinl regulasi

[ ¥, 1

& Persentase Penambahan Milad Menunjuldean sehermpa besar pertumbuban nila
Aset Tetap asct tetnp (gedung, tanah, kendaraan, dil) dan
tnhuon ke tahun, balk dari perolchan baru maupun
hansil revaluast 1nl mencerminkan akumulas
kedeayaan daerah dan eleknivitas pencatatan asel

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci (1KK)
BPEAD Kota Samarinda
, B ; .
| BASELNE TARGET TAHLU®N |
ND NONATOR | STATUS | SATUAN | TAMUN T - ! KET |
| . | 04 2025 | O3 | MIT 20 | M2 | 30N
Lo | [ | _wm wi | ok [ en |[on | om | ow | e | oo | e |
1 80D . ELIANG AN
] Fertaiians Baslanja il Yy ¥ nunE | rn nxiaelan
Prgrees o Lus
Trpegan Dury
yang dhakub e
| | mminks THD | | — | : | | | VN |
| Prgnerbane Lo an piulil | W | L] -] [+ e] 1= 1658 160 | 1060 186
Forv g T rpad
| _w.'l_..'!' - — | | =l I, 4 | i d 4
L] Purrartass Anas nnechf L 5.1 EOS #1320 | €277 | &15% | 84T | @S A3
Eoluma rmrinodur
8 Priyerfeas gl % 21,33 3N B BOTH | 2O | IT8A | 1079
|| Perurnan SILBA . - '
F. | Porsentwms Reslsas | powsl W | WEE | B0 (wEn | G | Mg | BIA | Wia% |
Angcpeun Brsang |
Ui i W |
| Pelnymmn Ousw 1 | () D i) S
T | Penantess posl [ 1118 WS 7 | 2008 | 708 | DAL | A
Hergrbaton Miai
| Aset Tietny
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" BAB.V
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Kevangan dan Aset Dacrah (BPKAD) Kota
Samarinda Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah
yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan mugas dan fungsi BPKAD selama lima tahun
ke depan. Renstra inl disusun berdasarkan arah kebijakan nazional, RPIMD Kota

Samarinda, serta memperhatikan kondisi akwal pengelolaan keuvangan dan aset daerah

Dengan tersusunnya dokumen Inl, diharapkan BPKAD dapat mewujudkan tata
kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, elisien, serta pengelolaan aset
daerah yang tertib dan bernilal ekonomi tinggl. Pelaksanaan Renstra Ini membutuhkan
komitmen, sinergi, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, balk di

lingkungan Pemerintah Kota Samarinda maupun instansi terkait lainnya.

Renstra inl jupa bersilat dinamis dan akan dievaluasi secara berkala untuk
memastikan kesesualannya dengan perkembangan kebifakan, kebutuhan masyarakat,
serta tantangan yang dihadapl di masa mendatang Dengan perencanaan yang matang
dan pelaksanaan yang konsisten, BPKAD Kota Samarinda optimis dapat memberikan
kontribusl nyata dalam mendukung visi pembangunan daersh menuju tata kelola

pemerintahan yang baik {good governance)

Akhirnya, BPRAD Kota Samarinda menyampalkan apresiasi dan terima kasih
kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan kerfa sama
dalam penyusunan Henstra (nl Semoga dokumen i dapat menjadi pedoman yang

bermanfast dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

gemakin baik di masga depan
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